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GUBIERNUR BENGKULU

PF]RATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR I rnnUN ZOrS

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun Anggaran 2A15, perlu ditetapkan
Peraturan Gubertur Bengkulu tentang Petrjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belarlja Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun Anggaran 2O 15;

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 lentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2AO3 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 20O3 Nomor 47, Tarnba}lan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OA4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repukrlik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
Perimbangan Keuangan Anta-ra Pemerintah Pusat Dan
Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang
Pembentukan Peratrrran Perundang-undangan
{Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2O 1 1

Nomor B2, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5234);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang
Pen:erintahan Daerair (Lembarar: Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik indonesia. Nomor 5587),
sebagaimana teiah diubah dengan Peraiuran
Pemerintah Pengganti Llnciang-Un-da-ng Nomor 2 Tahun
2014 tentang Perlrbahan Atas Undang-Undung Nortor
23 Tairun 2Ol4 terltang Peurerintahan Daerah
{Lembaran Negara Rcpublik Indoriesia Tahun 2014
Ncmor 246, 'fambahan Lembaran Negara Repubiik
Indoncsia Nomor 5589);

Peratural-r Pemerintal-r Noi'rror 2O Tahun l9('r8 tentan€{
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan
Pelaksanaan Pemerintahair di Provinsi Bengkulu
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1968
Nomor 34, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
lrrdonesia Nomor 2854);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang
Peagelolaan Keuangan Badan Layanaa Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahun 2O05
Nomor 48, Tambahtrn Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana teiah diubal:
derrgarr Peraturan Pemcrintah Nomor 74 Tahun 2AI2
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Rcpublik indonesia
Tahrtn 2Oi2 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2OO5 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahurr 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagi.litnana telah diubaii der:gan Pcratnrau
Pemerintah Nomor 65 Taturn 20 10 tentang Pen:bahan
Atas Peraturan Pemerilttah Norr-ror 56 Ta l-rr-rn 2O05
tentang Sistem informasi Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1i0,
'lambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 515J;

Peraturan Pemerirrtah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2005 Nornor l4O,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 l.entang
Pembagial Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi Cal Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO7 Nr>mor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahr.rn 20O7 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembarare Negara
Republik Indonesia'lahun 2007 Nomor 89, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 4741);

1l]. Pera'ruran Pemerintah Nomor 71 Tahun 20iO teutang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 1O Tahun 201 1 tentang
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan
Penerimaan }Iibah (Le mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20 f 1 Nomor 23, Tzrmbahatr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52O2);

t 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 20 12 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O12 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tal:,un 2014 tcntang
Pengelolaan Barang Milik Negara/ Dacrah (Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 5272);

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2O1O tentang
Pengadaan Barang/..Iasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2O06
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 2 1

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atzrs Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Ncgnra
Republik Indonesia Tahun 2O 1 1 Nomor 3 1 O);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O11
tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosiai yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indt-rnesia
Tahun 2O 1 1 Nomor 45O), sebagaimana telah d'ir:bah
der-rgan Peraturan Menteri Da.lam Negeri Nomor 39
Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 201i tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantlran Sosiai yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Beianja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 54O);
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2O. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2O14
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

2 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Ta.hun 2O14
tentang Pedoman Peny-usunan Anggaran Pendapatau
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita
Negara Repubiik Indonesia Tahrin 2014 Nomor 680);

22. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nornor 6 Talrun
2OO7 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007
Nomor 6 Tahurr 2OO7);

23. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor I Tahun
2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015
(Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2014
Nomor l);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU
TATIUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran
2O 15 terdiri atas:
a. 1:endapatan:

1. pendapatan asli daerah

2. dana perimbangan

3. lain-lain pendapatan Srang

Jumlah Pendapatan

b. belanja:

1. belanja tidak langsung

a) belanja pegawai

b) belanja bunga

c) belanja subsidi

d) belanja hibah

e) belanja bantuan sosial
Rp. o,00

0

c)

belanja bagi hasil Rp. 218. 158.358.954,Oo

beianja bantuan keuangan
Rp. 4.403.194.54O,OO

h) belanja tidak terduga Rp. 9.001.169.400.25

Jumlah Rp.I.027.126.705.962,25

Rp. 695.Os3.820.324,25

Rp. 1.225.693.875.O00,00

sah
Rp. 283.466.926.O72.OO

Rp. 2.2O4 . 19 4 .62 I.39 6,25

Rp. 521.7OO.183.067,80

Rp. O,OO

Rp. 0,0O

Rp. 27 3.863.8O0.OO0,0t)

t
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2. belanja langsung

ai belanj a pegawai Rp. 119.179.O75.774,OO

b) belanj a barang dan jasa

c) belanja modal

jumlah

jumlah belanja

surllus/ (defisit)

Rp. 646.989.286.4.50,O0

Rp. 465.4O1.967.825.OO

Rp. 1.23 1.570.330.049,00

Rp. 2.258.697.036.0 1 i,25

...... (Rp. 54.5O2.414.615,OAl,

c. pembiayaal:

1. penerimaan Rp. 71.052.751.098,00

2. pengeluaran Rp- 16.550.336.483,00

jumlah pembiayaan netto.... Rp. 54.5O2.414.615,OO

sisa lebih pembiayaan anggaran
tzLhun berkenaan (SILPA) Rp. o,o0

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana
dimaksud dalam Pasal I tercantum dalam Lampiran I
Peratlrran Gubernur ini yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasai 3

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Bengkulu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana climaksud dalam
Pasal 1 dirinci lebih laajut dalam Lampiran II Peraturan
Cubernur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peratllran Gubernur ini.

Pasal 4

Belanja Hibah sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran
i dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini dirinci lebih lanjut
dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini 5,2119 merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Bengkuiu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana
diatur dalam Peraturan Gubernur ini rlituangkan lebr'h lanjut
daiam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan.
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Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tarrggal
cli unclarngkan.

Agar setiap orang rnengetahuinya, memerintahkan
Pi:ngundangan Peraturan Gubernur irti dengan penempeltannya
dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.
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/4 H. iuNAiDI HAMSYAH

Diundangkan di Bengkuiu
pada tanggal 11- )anvori )ot9
Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,

'->l-----
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I{. SUMI(RfI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 20 15 NOMOR /

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal ll 'Ja^Qari 2ot9

BENC}KULU,


